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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah
Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah telah
membuka wawasan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di

Indonesia.  Dalam UU ini mengamanatkan untuk mendelegasikan

kewenangan bidang lain (Seda

Sesuai dengan artikulasi otonomi daérah"yaitu hak. wewenang. dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Bertitik tolak dari artikulasi otonomi
daerah tersebut, maka jelas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah

perlu dukungan kelembagaan pemerintah daerah yang memadai.

Hal ini merupakan suatu tantangan dan persaingan global yang

akan banyak diwarnai oleh pentingnya kualitas sumber daya manusia.
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Tantangan paling fundamental yang dihadapi organisasi dalam era
globalisasi adalah menyesuaikan budaya organisasi dan disipiin sumber
daya manusia dengan strategi dan struktur global baru mereka
Pembudayaan disipilin kerja dan strategi pemberdayaan sumber
daya manusia di segala bidang merupakan salah satu upaya yang wajib

dilakukan bagi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas,

memiliki kemampuan, dapat memanfaatkan. mengembangkan kreatifitas

dan inovasi serta menguasai ilmu pen@an teknologl.

api peluang

Strategi

- pemberdayaan sumber daya manusia, untuk dapat menghad

dan tantangan serta perke

Kemampuan dan kecakapan pegawai a.artinya bagi lembaga jika
mereka tidak mau bekerja giat. Oleh karena itu, diperlukan adanya
motivasi yang mendukung perilaku manusia. supaya mau bekerja giat,

memiliki etos kerja yang produktif sehingga mewujudkan tujuan lembaga

yang telah diinginkan.
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Bila dikaitkan dengan komitmen pemernintah dalam hal kompetensi
jabatan bagi pegawai negeri sipil. terutama yang iertuang dalam Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dalam Bab |
ayat 1 yang berbunyi Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara
Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat
oleh pejabat yang berwenang dan diserahi fugas dalam suatu jabatan

as| negara @an digajii berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

negeri atau diserahi tug

Sejalan dengan bebera L oK i'-_"E OriE e ]T AS n dengan
pengamatan awal -?
Kepegawaian Daer
kepegawaian terhadap pegaw 1 Sipi z kabupaten
Sidenreng Rappang.

Secara empiris, maka penulis dap nengungkapkan fenomena
bahawa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ada
kecenderungan belum melaksanakan fungsinya secara optimal, dengan
indicator, yaitu: (1) pelakasanaan mutasi pegawai belum dilakukan secara
proporsional; (2) kesejahteraan pegawai neger sipil belum dapat

direalisasikan sebagaimana mestinya, (3) pengembangan SDM dan dikiat

belum dapat dilakukan secara optimal. dan (4) belum melakukan

perencanaan secara komprehensif, khususnya pada bidang kepegawaian.




Berdasarkan fenomena dan dimensi-dimensi focus penelitian
tersebut. maka peneiiti lertank untuk melakukan penelitian judul
“Pelaksanaan Katentuan Tentang Fungsi Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Sidrap Dalam Pembinaan Kepegawaian Daerah”
1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalan, maka dapat ditarik rumusan

masalah penelitian ini adal

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Ba@gaweian Daerah dalam

pembinaan kepegawaian appang?

2. Faktor-faktor apakah 'ya DE bendukung

1. Tujuan Penelitian dan ¥

Berdasarkan rumusan mg ; a dapat ditetapkan

tujuan penelitian sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Badan Kepegawaian Daerah
dalam membinaan kepegawaian daerah di Kabupaten Sidrap.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan

pendukung dalam pelaksanaan fungéi Badan Kepegawaian Daerah di

Kabupaten Sidrap.




2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan akademis. nasi penelitian ini diharapkan dapat menjadi
bahan bacaan bagi peneliti lain yang berminat untuk memperdalam
kajian dan analisis penelitian ini pada dimensi yang lain.

b. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai
bahan informas bagi pihak-pihak yang terkait secara langsung guna

menetapkan kebijaksanaz X menyangkut

deskriptif kualitat

|
wn

kemudian hasil
menganalisa data dilaki
yaitu teori tentang
menggunakan metode deduktif yang
hal umum ke khusus.
2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sirap vang dipilih dengan pertimbangan bahwa institusi

tersebut mempunyai peranan penting dan sebagai leading sector

dalam melakukan pembinaan kepegawaian. Disamping pada

organisasi ini terdapat relevansi yang cukup terhadap permasalahan




§)

yang diteliti dan relative mudah untuk memperoleh data maupun
informasi yang dibutuhkan
3. Jenis Penelitian

Menurut Newman (1897:69) jenis penelitian dapat digolongkan
berdasarkan tujuan. manfaat, dimensi waktu, dan teknik
pengumpulan data Berdasarkan tujuannya, penelitian ini tergolong

g masalah

penelitian
a absolute
penelitian dan tujuan Jtamanyea unfuk-menydmbangk

murni. Selain itu

- HIR0WA

data, penelittan int tergolong dengan data kualitatif
(wawancara) ‘YWawancara diajukan pada objek penelitian dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan.
4. Teknik Pengumpuian Data
1) Studi Lapangan

Studi lapang ini dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan

penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Studi lapang

ditempuh dengan cara sebagai berikut: (a) Observasi yaitu




pengamatan terhadap objek secara langsung; dan (b) Wawancara
langsung dengan niorman  yang dinilai  representative  untuk
memberikan jawaban sesuai dengan kompetensinya.
2. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan studi kepustakaan dengan
menggunakan data sekunder. Data sekunder ialah data yang diambil

dari suatu organisasi dipublikasi. Data

sekunder diperoleh

instansi yang terka UNHI’ -'i:_ﬁ\:i Jaerah yang

bersangkutan.
5. Informan Pene

informan 3

Bidang Pengembangan dan Diklat; (4) Kepala Bidang Mutasi
Pegawai: (5) Kepala Bidang Kesejahteraan: dan (6) staf 2 orang.
6. Deskripsi Fokus Penelitian

Pada bagian ini. penulis akan memberikan uraian mengenai
konsep-konsep vyang akan dianalisis agar tercipta kesamaan

persepsi atas kKonsep-konsep tersebut. Upaya ini dilakukan melalui

defenisi operasional, yakni.




1) Badan HKepegawaian Daerah adalah salah satu Institusi
pemernntan daerah yang dibentuk berdasarkan Perda vang diberi
kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan
terhadap SDM pegawai negeri sipil. dengan indicator:

perencanaan pegawal, mutasi pegawai, pengembangan SDM dan

diklat, dan kesejahteraan pegawai.

dan kesejah

undangan yaj

mendapatkan nasil yang obyektif menggambarkan atau melukiskan

tentang masaliah yang ada dilapangan.




BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA
2.1, Pengertian Pegawai Negeri Sipil
Menurut Undang-Undang No.43 tahun 1999 tentang Pokok-Pckok
Kepegawaian, bahwa Pegawai Negeri adalah : “Setiap warga negara
Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat

atu jabatan

srdasarkan

Republik Indonesia.
pada point a adalah Pega

Daerah.

kedudukan Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara,
dan abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada
Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah
menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Rumusan
kedudukaan Pegawai Negeri sebagaimana tersebut bertolak dari pokok

pikiran bahwa Pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum

pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi




pembangunan, atau dengan perkataan lain, Pemerintan bukan nanya
menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus menggeraskan
dan memperiancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak

Agar Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara. abdi negara.

dan abdi masyarakat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ia

harus mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila,

bahwa Pegawai Ne

Pemerintah. Hal ini g

Menurut Pasal 4 dari UU Nomor 43 Tahun 1999, setiap Pegawai
Negeri wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Pada umumnya yang
dimaksud dengan kesetiaan dan ketaatan adalah tekad dan kesanggupan
untuk melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang disetiai atau ditaati

dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pada umumnya kesetiaan

dan ketaatan timbul dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam,




oleh sebab itu setiap pegawai negeri wajib mempelajari dan memanami
secara mendalam tentang Pancasila. Undang-Undang Uasar 1545
Haluan Negara dan Pemerintah.

Menurut Pasal 5 dari UU Nomor 43 Tahun 1998, setiap Pegawal
Negeri wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan

gan, oleh

sebab itu wajib berusaha agar setiap peraturan ditaati olef} masy=rakat.

kepada Pegawai Nege
dengan sebaik-baiknya

adalah merupakan

dengan ‘rahasia” adalah rencana kegiatan atau tindakan yang akan,
sedang atau telah dilakukan yang dapat mengakibatkan kerugian yang
besar atau dapat menimbulkan bahaya, apabila diberitahukan kepada
atau diketahui oleh orang yang tidak berhak.

Kenyataannya, pada saat ini masih terus berkembang kehidupan

etos kerja yang kurang menunjang pada pembangunan moral bangsa




dalam menuju tahap tinggal landas pada Pelita Vi vang zkan datang. Di

antara berbagai sikap tersebut dapat dikemukakan aniaia 1ain

1.

Budaya Konsumtif. munculnya masalah ini karena sulitnya mengajak
masyarakat menginvestasikan kekayaannya bagi hal-hal vyang
produktif, kurang adanya disiplin sosial menyebabkan budaya
konsumtif seringkali berkembang pada persaingan gaya hidup.

Budaya konsumtif u sebab

berkembangnya sikap hi

Sikap Hidup Destruktif, bermalas-

Sikap Status Onented, Sikap terhadap kerja yang nanya ditujukan
semata-mata kepada kedudukan atau lambang-lambangnya, merasa
mempunyai legalisasi terhadap derajat atau gelar.

Sikap Pasif terhadap hidup, hidup dipandang penuh dengan

kesusahan, penuh kesukaran, gampang menyerah dan berkeluh

kesah.




6. Budaya Jam Karet, sikap yang irasional ni sudan tidak cocok lagi
dengan tuntutan pembangunan Kebiasaan memakai |am Karet dalam
kehidupan sehari-hari merupakan indikas: bahwa manusia indonesia
belum memiliki etos kerja produktif.

Beberapa pedoman untuk membangkitkan disiplin dan etos kerja

seperti yang disarankan oleh Paul Mali (Ranupandjoyo 1991:78) adalah:

snyelesaian

maupun non ekonomis; (12) Selaiu
Selaiu bekerja dengan kecerdikan dan tidak sekeaar bekerja keras, (14)
Memiliki tingkat kehadiran yang baik: (15) Selalu tabah dan tidak suka
mengeluh; dan (16) Selalu bekerja melebihi standar.

Sebagaimana telah diketahui bahwa disiplin dan etos kerja
pegawai dalam memberikan pelayanan adalah sifat, karakter atau perilaku
yang dimiliki seorang pegawai yang membentuk sikap, nilai moral dan

tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan pelayanan, maka etos kerja
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yang perlu dikembangkan menurut Girnai Myrgal (Depdikbud 1995.65) :
"Etos kerja yang dianggap perlu uniuk dikembangkan yaitu @ efisiensi.
kerajinan, tepat waktu kesederhanaan kejujuran rasional. mau berubah
kemampuan kejasama, berpandangan kedepan, energik, dapat
menggunakan kesempatan yang ada’”

Berdasarkan beberapa pengertian etos kerja, maka penulis

menyimpulkan bahwa d

menunjukkan tanggung ja
seyogianya dilaksanakan bert ‘ gan yang
berlaku. Sejalan dengan
sebagai pisau analisi Badan
Kepegawaian Daerah

Sidrap, yaitu: (1) Pe

sipil dapat dilihat dari beberapa indikator dibawah ini:
Prestasi Kerja

Prestasi kerja adalah hasil kerja vang dicapai oleh seorang
Pegawai Negeri dalam melaksanakan tugas pelayanan yang dibebankan

kepadanya. Pada umumnya prestasi xerja seorang Pegawai dipengaruhi

oleh kecakapan, keterampilan, pengaiaman. dan kesungguhan pegawai

yang bersangkutan dalam melaksanakan pelayanan tersebut.




Pegawai yang mempunyal kecakapan dan keterampilan yang baik,
maka dapat melaksanaran tugasnya dergan efektif dan efisien. Dengan
melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien berarti pegawai tersebut
mempunyai prestasi kerja yang baik.

Kerajinan dan ketekunan dari seorang pegawai juga mempengaruhi

prestasi kerja pegawai tersebut. Seseorang yang rajin dan bersungguh-

la dapat

sungguh dalam melaksanakan

jengan baﬁIIIII

pekerjaannya, ma

menyelesaikan pekerjaannya

Tanggung Jawab

Tanggung jawab fe N |1ﬁ 3anggnip TA:" awai  dalam
menyelesaikan pekerjas sebaik-
balknya dan tepat pe -7 atas

keputusan yang dia
jawab dalam memberika nan_ g pege memiliki
kesanggupan melaksanakan pelays a3 pelayanan dan
ketentuan-ketentuan lain dalam petaksana pelayanan tersebut.
Pegawai yang memiiiki rasa tanggung jawab yang tinggl akan
menyelesaikan pekerjaannya dengan penuh rasa tanggung jawab.
Sebaliknya pegawai vang tidak memiliki rasa tanggung jawab, maka akan
mengabaikan tugas-tugasnya atau menyelesaikan pekerjaan dengan asal-
asalan.

Seseorang dapat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya hanya

apabila ia mengetahui apa pekerjaan atau tugas yang menjadi tanggung




jawabnya. Selanjutnya rasa tanggung jawab itu sendiri harus lzhir dari dir
pegawai itu sendiri atau melalul pembinaan oleh pimpinan/atasannya. Jika
seorang pegawai yang bertugas melayani masyarakat, seperti melayani di
kantor kecamatan, tidak memiliki rasa tanggung jawab, maka masyarakat
yang dilayaninya akan merasa kecewa dan tidak puas dengan pelayanan
yang diberikan.

Ketaatan

Ketaatan pegawai : berarti

kesanggupan seorang vai untuk menaati segala | peraturan

perundang-undangan dan| p 1Y '*vl |1\;E berlaku e perintah-
perintah yang dubenkan \ E ﬁ s . WR lggupan
untuk tidak melakuk : 7

dengan disiplin dala

mengatur mengenal kepegawaian, khususnya Pegawai Negeri Sipil.
Ketaatan seorang pegawai dapat diukur dengan ketaatannya pada
peraturan atau undang-undang yang mengatur masalah kepegawaian
tersebut.

Kadang kala ada pula pegawai yang tidak menepati jam kerja
kantor. Beberapa pegawai sering datang terlambat atau justru pulang

lebih cepat dari yang seharusnya. Selain itu, ada pula yang sering keluar




Kantor untuk urusan pribadi pada jam kerja. Hal-hal tersebut merupakan
indikasi bahwa pegawal ilersebut tidak disiplin atau fidak taat pad=
peraturan yang adza

Selain ketaatan pada peraturan yang ada, ketaatan pada perintah
atasan juga merupakan hal yang penting. Seorang bawahan harus
senantiasa mengikuti petunjuk, arahan atau perintah dari atasannya. Hal

tersebut juga merupakan ifi

Kejujuran
Pada umumnya y.ml

hati seorang pegawai dalz U e iﬁfE FGSITA”':

pelayanan. la melaks:

kewajibannya dan

lain. Seseorang yang senantiasa jujur dalam melaksanakan tugasnya
akan selalu mengerjakan tugasnya dengan baik tanpa perlu diawas! oleh
pimpinan atau atasannya Jika setiap pegawai dapat melaksanakan tugas
dengan jujur, maka kinerja pegawai tersebut akan baik.

Kerja sama

Kera sama adalah kemampuan seorang pegawai untuk bekerja

bersama-sama dengan orang lain dalam melaksanakan pelayanan




o

kepada pengunjung, sehingga tercapai daya guna dan hasii guna yang
sebenar-benarnya. Hampir semua orang membutuhkan orang lain dalam
melaksanakan hal-ha! tertentu dalam pekerjaannya. Meskipun seorang
pegawai dapat melaksanakan tugasnya seorang diri. namun pada
kesempatan yang lain ia harus bekerja sama dengan orang fain.

Kegiatan pelayanan, khususnya melayani orang banyak. tentunya

membutuhkan beberapa ofang™p

karyawan yang mamp

Sejalan dengan pe : : geri sipil, maka
hal yang ikut menjadi faktor ‘dete asi. Motivasi ini
diharapkan setiap individu pegawai maw a_keras dan antusias untuk
mencapai produktifitas yang tinggi.

Menurut Hasibuan (2005:54) bahwa motivasi merupakan
‘Pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja
seseorang. agar mereka mau bekerja sama. bekerja efektif dan
terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan’

Sementara itu Bernard Berelson dan Gary A.Stainer (Sinungan. 2003.76),

menyebutkan motivasi adalah : "Keadaan kejiwaan dan sikap mental




manusia yang memberikan energi, mendorong kegiatan atau gerakan dan
mengaran atau menyaiurkan perilaku ke arah mencapa: kebutuhan yang
member Kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan'

Sedangkan menurut American Encyclopedia (Hasibuan. 2005:61)
menjelaskan bahwa : “Motivation . That predisposition (it self the Subject
of much controvency) within the individual wich arouses sustain and direct

his behavior. Motivation i vowN i emotional

dalam diri seseorang

biologis dan emosional
laku manusia.

Motivasi dapat di ntal  yang
mendorong aktivitas dan member™ eneigt ~va efgarah  kepada
pencapaian kebutuhan, memberi ataupun  mengurangi
ketidakseimbangan. Dari pengertian motivasi tersebut. dapat dikatakan
bahwa tidak akan ada motivasi, jika tidak dirasakan adanya kebutuhan
dan kepuasan serta ketidakseimbangan tersebut. Rangsangan terhadap
hai tersebut akan menumbuhkan motivasi. dan motivas: yang telah
tumbuh akan merupakan motor dan dorongan untuk mencapai tujuan

pemenuhan kebutuhan atau pencapaian keseimbangan.




Metode motivasi menurut Hasibuan (2005:89) ada dua macam

yakni
1) Metode Langsung (Direct Motivation) adalah monvasi (maternil &
non materiil) yang diberikan secara langsung kepada setiap individu
karyawan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasannya  Jadi

sifatnya khusus seperti memberikan pujian, penghargaan, bonus,

piagam dan lain sebagda

berperiiaku dengan cara tertentu. Teor ini memusatkaan perhatian pada
fakior-faktor dalam diri orang yang menguatkan  mengarahkan,
mendukung. dan menghentikan perilakunya. Teori ini menceba menjawab
pertanyaan kebutuhan apa yang memuaskan dan mendorong semangat
kerja seseorang. Hal yang memotivasi semangatl bekerja seseorang
adaiah untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan materal maupun non

material yang diperolehnya dari hasil pekerjaannya. Jika kebutuhan dan




-

kepuasannya semakin terpenuhi maka semangatl bekeranya pun akan
semakin baik pula.

Maslow (Hasibuan 2003:72) mengemukakan feon motivasi yang
dinamakan Maslow's Need Hierarchy Theory A Theory of Human
Motivation atau Teori Hierarki Kebutuhan dari Maslow. Hierarki kebutuhan

mengikuti teori jamak yakni seseorang berperilaku/bekerja, karena adanya

Maslow

berjenjang.

Artinya, jika kebutuhan yang an tingkat
kedua akan muncul menjadi Seld va Jika |kebutuhan

2) Kebutuhan fisik (physiologi
memelihara kelangsungan hidupnya
perumahan, tidur.

3) Kebutuhan untuk memperoleh keamanan dan keselamatan (security
or safety need). yaitu kebutuhan yang bebas dar bahaya, ketakutan,
ancaman, kehilangan pekerjaan, milknya. pakaiannya atau
perumahannya.

4) Kebutuhan bermasyarakat (socil need), atau kebutuhan untuk

menerima bekerjasama dalam kelompok (affiliation or acceptance




5)

6)

bk}

need), yaitu kebutuhan untuk berkelompok dan bermasyarakat.
Manusia suka berkelompok persama-samez uniuk maksud-maksud
kehidupannya yang beraneka ragam Mereka memerlukan bergaul,
termasuk didalamnya, untuk menernima dan diterima menjadi anggota
kelompok, unruk mencintai dan dicintai.

Kebutuhan untuk memperoleh kehormatan (Esteem need), yaitu

kebutuhan memperaleh reputasi/kemashuran,

Kebutuhan untuk mempeé UNIU&:H (Salf. get

mampu menge
prestasi yang d
yang terakhir ini adalah ket N, F \g tertinggi menurut

hierarkinya.

atau Herzberg's Two Factors Motivation i heory Menurut Herzberg, orang

menginginkan dua macam faktor kebutuhan, yaitu -

1)

Kebutuhan akan kesehatan atau kebutuhan akan pemeliharaan atau
maintenance factors. Maintenance factors (taktor pemeliharaan)

berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin memperoleh

ketentraman dan kesehatan badaniah




¥

2) Faktor pemeliharaan menyangkut kebutuhan psikclogis seseorang.
Kebutuhan ini melipuli serangkaian xondisi  intrinsik, kepuasan
pekerjaan yang apabiia terdapat dalam pekerjaan akan menggerakkan
tingkat motivasi yang kuat.

Adapun teori lain yang penulis gunakan adalah teori motivasi

Claude S. George yang menyalakan bahwa seseorang mempunyai

Berdasarkan ‘
oleh para pakar, ma
tersebut adalah :

1. Memotivasi para bawahan

memberikan kepuasan bagi mereka.

2. Keberadaan dan prestasi keria bawahan hendaknya mendapat
pengakuan dan penghargaan vang wajar serta tulus.

3. pengarahan dan pemberian motivasi nendaknya dilakukan secara
persuasif dan dengan kata-kata yang dapat merangsang gairah kerja.

4. Pemberian alat motivasi hendaknya disesuaikan dengan status sosial

dan kedudukannya dalam organisas:.




5. Memotivasi bawahan hendaknya dilakukan dengan menyediakan saran
dan prasarana vyang baik yang akan dipergunakan dalam
melaksanakan pekerjaan

6. Memotivasi bawahan hendaknya memberikan kesempatan dan
tantangan untuk berprestasi dan promosi.

2.2. Pengertian Kepegawaian

Kepegawaian sebaga yang) mengelola

kewenangan-kewenangan, impi an koordinasi
kepegawaian serta pembang
dimana mereka ditempatkan
wadah orang yang me
masalah kepemennt

Kepegawaian
publik yang meliputi kegia
usaha mencapai tujuan pe = epegawaian~dalam ari sempit
adalah segala kegiatan badan-bata yang hanya meliputi
kekuasaan eksekutif.

Pengertian Kepegawaian dalam arti luas adalah segala urusan
yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan
rakyatnya dan kepentingan Pemerintah sendiri, jadi tidak diartikan sebagai

Pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga

meliputi tugas-tugas lainnya temasuk legislatif dan yudikatif. Kepegawaian




adalah lembage atau badarn-vadan publik dalam menjalankan fungsinya
untuk mencapat wwjuan Pemernntan

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian dijelaskan bahwa kepegawaian adalah organisasi
pemerintahan yang mempunyai penerapan hukum serta undang-undang
di wilayah tertentu. Sedangkan Desi Fernanda (2003:65) berpendapat

bahwa kepegawaian adalg rang-orang

yang mempunyai kewena dan fungsi

pemerintah.

2.3. Dasar Hukum Pelaksan U N IVE hSiTA:,

Sipil, serta untuk

Pemerintah yang

Adapun yang menjad dasar-dasar hukum pelaksanaan disiplin
Pegawai Negeri Sipil adalah sebagi berikut: (1) Undang-Undang No. 43
Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun
1974 No 8, Tambahan Lembaran Negara No 3041); (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1874, tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai
Negeri dalam Usaha Swasla (Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 1974,

tambahan Lembaran Negara Nomor 3201); (3) Peraturan Pemerintah No.




53 Tahun 2010 yaitu teniang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; (4) Keputusan
Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 1989
tentang Ketentuan Pelaksanaan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi
Anggota Partai Politik: (5) Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980
tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian; dan (6) Surat Edaran Kepala
Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 23/SE/1980, tentang Peraturan

Disiplin Pegawai Negeri Sig

an tentang
peraturan

Pegawai

10 Tahun 19785 tentang

Sipil: (2) Peraturag

Sipil dalam Rangka Pendayagtmg - Negara dan
Kesederhanaan Hidup, (4) Peraiuran Pemerintah Nomor 10 Tahun 13883
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang ljin Perkawinan
dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dasar hukum peiaksanaan disiplin Pegawai Negeri tersebut di atas.
diharapkan memberikan dukungan atau dorongan agar supaya Pegawai

Negeri Sipil bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Namun

dasar hukum ini dirasa masih kurang tanpa didukung oleh sikap dan




mental dari para pegawai itu sendiri, oleh karena itu diperiukan adanya
pemoinaan para Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah dijelaskan di
dalam Penjelasan pasal 12 dari UU No. 43 tahun 1999 yaitu bahwa. agar
Pegawai Neger Sipil dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna
dan berhasil guna, maka perlu diatur pembinaan Pegawai Negeri Sipil
secara menyeluruh, yaitu suatu peraturan pembinaan yang berlaku baik

bagi Pegawai Negeri Sipil |F il yang ada

di Daerah.

Dengan demikian per : berlaku di

untuk menunjang Ap;

membantu Bupati melaksanakan peny
Daerzah di bidang kepegawaian. Yakni :
1 Penvusunan Formasi
Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun formasi
pegawal negeri sipil daerah setiap tahunnya, yang kemudian
penetapannya dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara atas usulan Gubernur.

2. Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)




a. Pelaksanaan Pengadaan PNSD Kabupaten
b. Usuian Penetapan NIP
3. Pengangkatan Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS)
a. Penetapan kebijakan Pengangkatan CPNSD dilingkup
Kabupaten.

b. Pelaksanaan Pengangkatan CPNSD dilingkup Kabupaten

BIISIWA S

a. Penetapan Kebu i Sipil Daerah
Kabupaten
b. Usulan penetapan Sertifikasi Lembaga Dikiat Kabupaten
c. Pelaksanaan Diklat oleh Kabupaten.
& Kenaikan Pangkat
a Penetapan Kenaikan Pangkat PNSD Kabupaten menjadi

Golongan Ruang 1/b sampai dengan [ll/d.

b. Usulan Kenaikan Pangkat Anumerta dan Pengabdian.




7. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalzm dan dan
Jabatan
a Penetapan, pengangkatan pemindahan dan pembernentian
PNS Kabupaten dalam dari jabatan struktural atau jabatan
fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan
dan pemindahan sekda kabupaten.

=ntian Sekda

b. Usulan pengangkatz

kabupaten.

. dan

c. Usulan Konsultasi pengangkatan,  pemindahan

pemberhentian
8. Perpindahan Peg nqﬂ ante Isi
penetapan perp Bw D Kabupa WA
9. Pemberhentia abatal r'

pemberhentian seme
Kabupaten.
10. Pemberhentian sementara P
11.Pemberhentian PNS atau CPNS yakni penetapan pemberhentian
PNSD Kabupaten golongan Ill/d kebawah dan pemberhentian bagi
CPNSD kabupaten.

12 Pemutakhiran Data PNS yakni pelaksanaan pemutakhiran Data

PNSD dikabupaten




13.Pengawasan dan Pengendalian vyakni percawas dan

f.U

pengendalian atas pelaksanaan peraturan dan  perundang-
undangan dibidang kepegawaian skala Kabupaten

14. Pembinaan dan pengawasan Penyelenggeraan manejemen PNS
yakni  Menyelenggerakan pembinaan dan  pengawasan
manejemen PNS dilingkungan kabupaten.

2.5. Konsep Pembinaan |

menghasilkan pega
dan berhasil guna,
potensi dan kemampuan sesuz
Adapun beberapa penge
adalah sebagai berikut: Menurut “Ka sar Bahasa Indonesia
(Peorwadarmita, 1987:46) pembinaan adalah sautu usaha, tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara bedaya guna dan behasil guna unutk
memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan menurut Thoha (1999:101)
pembinaan adalah suatu proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik,
dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan kemajuan peningkatan,

pertumbuhan, evaluasi atau berbagai kemungkinan atas sesuatu.

Widjaja (1988:121) berpendapat pembinaan adaiah suatu proses




atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali
dengan mendirikan. membutuhkar; memehhara pertumbunan tersebut
yang disertai usaha-usaha perbaikan menyempurnakan.  dan
mengembangkannya. Pembinaan tersebut  menyangkut kegiatan
perencanaan, pengorganisasin, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan,
dan pengawasan suatu pekerjaan unutk mencapal tujuan hasil yang

maksimal.

dengan  kegiatan p renc eNg r g Diayaan,
koordinasi, pelaksariaan Az BQE‘WA tuk
mencapai tujuan dengz
Sementara itu, Ciri-t
adalah: (a). Pekerjaan yang dilakt
mencapai setinggi-tingginya tingkat ken tujuan pembinaan;
(b). Prosedur pembinaan dirancang sedemikian fUpa agar tujuan yang
hendak dicapai terarah: (c). Pembinaan sebagai pengatur proses belajar
harus merancang dan memilih peristiwa yang sesuai dengan anak binaan;
(d). Pembinaan diartikan sebagai uszha untuk menata kondisi yang
pantas.
Dalam perspektif yang lebih luas, dapat dikatakan bahwa

pembinaan pada dasarnya merupakan bagian dari manajemen sumber




daya manusia, yang intinya adaiah bagzimana memberikan lreatment

o

(perlakuan) terhadap sumber daya manusie yang ada agar sesual dan
diarahkan untuk pencapaian tujuan orgamisasi. Tujuan  adanya
manajemen sumber daya manusia ini adalah untuk meningkatkan kinerja

dari sumber daya manusia yang ada dalam organisasi.

Pembinaan pegawai bertujuan agar dapat melaksanakan tugas

pembinaan

embinaan

berpendidikan S1.

Pengembanga
mencakup kompetensi pribe
dan kompetensi professiona
diarahkan untuk meningkatkan kualita dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawab sehari-hart.

Ruang lingkup pembinaan meliputi dua sub fungsi vyaitu
pengawasan dan supervisi. Pengawasan dan supervisi mempunyai kaitan
erat antara yang satu dengan yang lainnya, dan keduanya saling isi

mengisi atau saling melengkapi. Kedua sub fungsi ini memiliki persamaan

dan perbedaan.




Persamaan pengawasan dan supervis menurut Sudjana (2000.63)
adalah: (1). Keduanya bagian darn kegiztan pembinaan sebagai fungsi
manajemen; (2). Keduanya dilakukan secara sengaja; (3). Keduanya
merupakan proses kegiatan yang sistematis dan terprogram; (4). Dalam
pelaksanaannya keduanya memeriukan tenaga yang profesional; (5).

Hasil dan keduanya digunakan untuk kepentingan program daiam

pimpinan/ manajer yand bertujuan ~engadakan penyusunan dan
pengendalian setiap
mengembangkan dan
dengan volume kerj
perencanaan, pengol
terhadap kegiatan-kegiata
pimpinan atau manajer vai 2 tan jawab dalam
melakukan pembinaan pegawai.

Menurui Handayatiningrat (1996.54) Seorang pimpinan harus
dapat membina kerjasama yang sebaik-baiknya menyelenggarakan
hubungan yang bersifat tidak resmi di antara para anggota dan pegawai,
menyelenggarakan prosedur kerja, pembagian kerja dan pendelegasian
wewenang dengan tanggung jawab vang sebaik-baiknya.

Uraian situasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pimpinan atau

manajer sebagai atasan mempunyai tanggung jawab tertentu terhadap




pembinaan pegawai vang zda dibawahnya. Dengan demikian untuk
melakukan pembinaan ditugaskan kepada pimpinan (manajer) yang
kapasitasnya sebagai kepala kepegawaian bagi pegawai bawahannya di
tingkat kerja yang bersangkutan. Kenyataannya, seorang pimpinan atau
manajer tertinggi pada organisasi tidak mungkin dapat menangani

masalah secara langsung maka sebagian dari tanggung jJawab pembinaan

masing pimpinan atau ma
Wewenang yang di pekerjaan

karena keterbatasan kemalg AU manajer

pembinaan perlu adanya pend
sasaran yang telah ditetapkan.

Setiap pimpinan daiam melaksanakan pembinaan harus
mengetahui secara tepat sasaran pokok yang hendak dicapai oleh
organisasi, terutama dalam mengadakan pembinaan pegawai supaya
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,

seperti yang dikemukakan oleh Silalahi (1994:95) bahwa sasaran

pembinaan bertujuan untuk:




1. Bidang pengeizfiuan yang bertujuan untuk: (a) Meningkatkan
pengetanuan leniang kebijakan dan peraturan perusahaan, (b).
Meningkatkan prestasi kerja para bawahan hingga mencapai taraf
yang dituntut cleh jabatan yang bersangkutan: (c). Membina
karyawan muda untuk regenerasi dan pelestarian pimpinan
organisasi;, dan (d). Meningkatkan kelangsungan hidup dan

perkembangan orgar

2. Bidang fungsional

produktivitas

Mengembangkan k

sikap; (c)

kerja; (b). Mengurangi B
tidak perlu. (c). Mengurangi a~ dalam keterampilan
teknoiogi. melode, proses, produk dan pengurusan, (d).
Meningkatkan rasa tanggung jawab kesetiaan/loyalitas dan

kejujuran pada organisasi; dan (e). Membina pengabdian.

solidaritas, dan gotong royong.
Berdasarkan uraian di atas, manajer atau pimpinan dalam
melaksanakan pembinaan bawahan terlebihi dahulu dalam mengetahui

sasaran pembinaan diklasifikasikan kepada tiga sasaran yaitu pembinaan




bidang pengetahuan rungsional dan afektif. Keberhasilan pembinaan di
samping mengeianui aspek sasaran perlu diketahu! pula oleh pimpinan
atau manajer tentang teknik-teknik pembinaan yang kontinyu sebagai
pedoman dalam menyelenggarakan pembinaan agar tujuan dari pada

pembinaan tersebut dapat berhasil dengan baik.

Hasil yang diharapkan dari pembinaan dan pengembangan karir

S Gsepeiisty e

kalah pentingnya adale

akan pentingnya ke

maka dapat diartikan bahwa sikap dan tindakan Pegawai Negeri Sipil di
dalam dinas harus sesuai dengan sumpah dan jabatan, yaitu untuk
memelihara penghargaan dan kepercayaan masyarakat kepada korps
pegawai. Dengan melalaikan tugas dan kewajiban berarti mereka harus
memberikan pertanggungan jawab atas tugas yang diberikan kepadanya.
Adapun pertanggungan jawab pegawal dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga)

bagian. sebagai berikut:



1. Pertanggungjawaban Kepidanaan

Mengenal pertanggungan jawab pidana bagi pegawal. sebagian
beaar diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana vaitu dalam
buku [l titel XXVIII — Pasal 413 - 437 mengenai kejahatan jabatan dan
buku ke Iil Titel VIlI - Pasal 2 552-559 mengenai pelanggaran jabatan.
Pelanggaran jabatan tidak berarti pelanggaran dari peraturan jabatan.

melainkan merupakan pefbuata

merupakan suatu pelar

Selain hal terse

bahwa aturan pidana dalam pegundar ) «.- :E 2R [Fde

setiap pejabat yang diluar Indonesia“yang an perbuatan pidana.
Kejahatan jabatan yang dimaksudkan di atas hanya dapat dilakukan oleh
seorang yang mempunyai kedudukan (status) Pegawai Negeri Unsur
Pegawal Negeri di sini adalah mutlak, hal ini juga sama dengan
pelanggaran jabatan yang dimaksudkan.
2. Pertanggungan Jawab Keuangan / Keperdataan

Pertanggungan jawab keuangan atau keperdataan yang dimaksud

di sini adalah tanggung jawab pegawai untuk kerugian yang dinilai dengan
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3.2. Pelaksanaan Fungsi BKD dalam Membina Kepegawaian Daerah
Kab. Sidrap

Pembinaan kepegawaian adaiah segala usaha dan tujuan kegiatan

perencanaan, pengorganisasian. penggunaan dan pemeliharaan pegawai

dengan tujuan untuk mampu melaksanakan tugas organisasi dengan

efektif dan efisien. Pembinaan dilakukan adalah dengan tujuan untuk

tugas dan fungsi unit :
terhadap pegawal yang "2 amwilayah pemerintahan
Kabupaten Sidenreng, maka"™ dapat dilakukan secara
terprogram, terencana dan proporsional berdasarkan uraian
tugas yang telah ditentukan berdasarkan peraturan daerah
yang mengatur tentang hal tersebut.

Pembinaan merjupakan proses atau pengembangan yang

mencakup urutan-urutan pengertian  diawali dengan mendirikan,
membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-
usaha perbaikan, menyempurnakan. dan  mengembangkannya.

Pembinaan tersebut menyangkut kegiatan perencanaan, pengorganisasin,



pembiayaan. kcordinasi. pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan
unutk mencapai tujuan hasil yang maksimal

Alur karier. vaitu poia zlternative lintasan perkembangan dan
kemajuan pegawal sepanjang pengabdiannya dalam organisasi. Alur
karier adalah pola gerakan posisi pegawai baik secara horizontal maupun
vertical. Sesual dengan filosofi bahwa perkembangan karier pegawai

harus mendorong peningk:

Pola karier pegawali, i awal yan
yang

menggambarkan  alur karier yang | menunjukkan

dapat diketahui
sampai dengan pensj

Pola kerja, adalah mé
pekerjaan pada suatu organisa bergerak secara sistematis
untuk menghasilkan kinerja organisas organisasi merupakan
akumulasi dari kinerja individu. kinerja um . dan kinerja unit yang terdapat

pada organisasi tersebut. Pola kerja akan dapat berlangsung dengan

optimal apabila organisasi telah memiliki beberapa instrumen penting.

yaitu berupa pedoman dasar mekanisme kerja dan pengendalian.
Berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala Bidang
Kesejahteraan pegawai Bada Kepegawaian Daerah (Andi Faisal Bakri,

Wawancara, 23 April 2013) terkait dengan penyelenggaraan tugas dan

e



fungsinya dalam melakukan pembinaan Kepegawaian, dengan
mengatakan bahwa

Secara operasional Bidang Kesejahjteraan pegawai
mempunyal keweanangan untuk memberikan pelayanan
terhadap pegawai dalam rangka  meningkatkan
kesejahteraannya berdasarkan aturan perundang-undangan
yang berlaku. Hal ini sudah menjadi tanggung jawab Bidang
kesejahteraan pegawai untuk merealisasikan berdasarkan
pada urain lugas yang menjadi kewenangan bidang
kesejahteraan pegawai. '

pembinaan adalah eglatan yang

dilakukan secara bedaya ¢ peroleh hasil

yang lebih baik. dalam hallinf mewujudkan adanya perubahg

peningkatan. pertumbuha lelVERSITAS ngkinan atas

=9 BOSOWA °
l. sy

kemajuan,

Pembinaan adi

I
¥ ‘—:

urutan- en

mencakup
membutuhkan, imemelihara
usaha perbaikan, menyempt
Pembinaan tersebut menyangkut kegiatan peféncanaan, pengorganisasin,
pembiayaan, koordinasi. pelaksanaan. dan pengawasan suatu pekerjaan
unutk mencapai tujuan hasil yang maksimal.

Standard Operating Procedure (SOP), agar dapat menjalankan
tugas pokok dan fungsi organisasi dengan optimal maka organisasi harus

memiliki suatu standar prosedur keria. SOP adalah serangkaian instruksi

tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan

administrasi pemerintahan. bagaimana, dan kapan harus dilakukan,

.
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dimana, dan oleh sizpa dilakukan. Dengan adanya SOP penyelenggaraan
administrasi penienntahan dapat berjalan dengan pasti, berbagai bentuk
penyimpangan dapat dihindari atau bahkan meskipun terjadi
penyimpangan maka dapat ditemukan penyebabnya. Dengan demikikan
maka kualitas pelayanan instansi pemerintah kepada publik akan menjadi
lebih baik.

Pembinaan pega anakan tugas

kepegawaiannya yang pembinaan

mencakup pembinaan ku ir.. Pembinaan

k If SOAaWa L a0

ualifikasi ditujukan aga Nlﬁl:R_ﬁTAﬁ an tingkat
pendidikan formal sam 'j 5 [jw agi yang
berpendidikan d1plo B Hendid ﬂ [ yang

berpendidikan S1

Pengembangan profg
mencakup kompetensi pribadh ensi pedagogik
dan kompetensi professional. karir pegawai
diarahkan uniuk meningkatkan kualitas individu dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawab sehari-hari.

Ruang lingkup pembinaan meliputi dua sub fungsi yaitu
pengawasan dan supervisi. Pengawasan dan supervisi mempunyai kaitan
erat antara yang satu dengan yang lainnya, dan keduanya saling isi

mengisi atau saling melengkapi. Kedua sub fungsi ini memiliki persamaan

dan perbedaan

e



}3

Persamaan pengawasan dan supervisi menurut Sudjana (2000.74)
aqalanh’ (1). Keduanya bagian dan kegiatan pembinaan sebagai tungsi
manajemen (2, Keduanya dilakukan secara sengaja. (3). Keduanya
merupakan proses kegiatan yang sistematis dan terprogram: (4) Dalam
pelaksanaannya keduanya memerlukan tenaga yang profesional. (5).
Hasil dan keduanya digunakan untuk kepentingan program dalam

mencapal tujuan yang telal

Kepegawaian Daerah (H

program kerja perencana HIJCRSITAS

keuangan. perencanaah

seyogianya
1 kebutuhan
yang diingingka ‘ M perencanaan
yang terkait denge of : tersebut dapat
diselenggarakan secara efektif dan efisien dengan hasil yang
memuaskan sebagaimana yang diharapkan atau yang
diamanahkan oleh undang-undang yang berlaku.

Untuk  menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, diperlukan sistem
pembinaan Pegawai Negeri Sipil yangmampu memberikan keseimbangan
terlaminnya hak dan kewajiban Pegawai Negeri Sipil.dengan misi tiap
satuan organisasi pemerintah untuk memotivasi kinerja Pegawai Negeri

Sipil perlu disusun pola karier yang memungkinkan potensi Pegawai

S



Negert Sipildikembangkan seoptimal mungkin dalam rangka mist

organisasi pemerntah yangakhirnya pencapaian tujuan nasional dapat

dilaksanakan secara lebih efektif.

Sistem pembinaan karier pegawai harus disusun sedemikian rupa,

sehingga menjamin terciptanya kondisi objektif yang dapat mendorong

peningkatan prestasi pegawai. Hal tersebut dapat dimungkinkan apabila

penempatan pegawai negeri

s.;}

keserasian

Standar komperensi, yaitu tingkat kebolehan, lingkup tugas dan syarat
jabatan yangharus dipenuhi untuk menduduki suatu jabatan agar
dapat tercapai sasaran organisasi yangmenijadi tugas. hak, kewajiban
dan tanggungjawab dari pemangku jabatan.

Alur  kaner. vyaitu pola alternatif lintasan perkembangan dan

Kemajuan pegawal  negari  sepanjang pengabdiannya  dalam




organisasi.  Sesuai dengan filosofi bahwa perkembangan xarer
pegawal harus mendorong peningkatan prestasi pegawai
5 Standar penilaian kinerja pegawai, yaitu instrumen untuk mengukur
tingkat kinerja pegawai di bandingkan dengan standar kompetensi
jabatan yang sedang dan akan diduduki pegawai yang bersangkutan.
6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, yaitu upaya untuk menyelaraskan

Kinerja pegawaidan : ang akan

menduduki  suatu yang

ditetapkan. Upaya ini| dil pelatihan -

pra jabatan, dan atau pela ar di EVC RSITAS

pegawai.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan seorang pegawai neger

sipil yang sedang mengurus kenaikan pangkat secara berkala (Darmiah
29 april 2013) sebagai bentuk hak yang diberikan oleh Undang-Undang
yang mengatur tentang kepegawaian, dengan mengatakan bahwa:

Dalam proses pengurusan kenaikan pangkat dimana
seorang pegawal negeri sipil diwajibkan melengkapi berkas
pengusulan kenaikan pangkatnya berdasarkan juklak dan
juknis yang telah ditetapkan sebagai standar pelayanan
minimal (SPM) sehingga dengan mudah dan cepat dapat
diproses. Dengan demikian pengurusan pangkat dapat



diselesaikan dalam waktu yang singkal. Telapi pada

kenyataannya pengurusan kenaikan pangkal yang dialami

pada saat sekarang ini masih terkesan lambat dan
membutuhkan waktu yang cukup lama.

Setiap pimpinan dalam melaksanakan pembinaan harus

mengetahui secara tepat sasaran pokok yang hendak dicapai oleh

organisasi, terutama dalam mengadakan pembinaan pegawai supaya

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,

1.Bidang pengetahuan eningkatkan
pengetahuan tentang |
Meningkatkan prestasi ki

UUNIVERSITAS

dituntut oleh jabatan yang (=

2 Bidang fungsionsz
produktivitas melalui pe
keterampilan baru,

, mesin, proses dan tata

Menggunakan dengan tepat peralatan ba

cara pelaksanaan yang baru; (d). Meningkatkan efisiensi kerja.

3. Bidang afektif yang bertujuan untuk: (a). Membina mutu dan moral
kerja; (b). Mengurangi pemborosan, kecelakaan dan biaya yang tidak
perlu; (c). Mengurangi kadaluarsa dalam keterampilan teknologi,
metode. proses, produk dan pengurusan. (d). Meningkatkan rasa

tanggung jawab kesetiaan/loyalitas dan kejujuran pada oiganisasi. dan

(e). Membina pengabdian, solidaritas, dan gotong royong.




Berdasarkan wuraian di atas, manajer atau pimpinan dalam
melaksanakan pembinaan bawahan terlebihi ganulu dalam mengetahui
sasaran pembinaan diklasifikasikan kepada tiga sasaran yaitu pembinaan
bidang pengetahuan, fungsional dan afektif Keberhasilan pembinaan di
samping mengetahui aspek sasaran perlu diketahui pula oleh pimpinan

atau manajer tentang teknik-teknik pembinaan yang kontinyu sebagai

akan pentingnya kehadiran seorang pegg ag profesional sehingga

masalah profesionalisme kurang mendapat pernatian.

Untuk dapat menciptakan sistem pembinaan karier pegawai, periu
dirancang suatu polakarier pegawai yang sesuai dengan misi organisasi,
budaya organisasi dan kondisi perangkat pengdukung sistem
kepegawaian yang berlaku bagi organisasi. sesual dengan peraturan

perundangan pegawai negeri sipil yang berlaku.



Memperhatikan definisi  tersebut di  zias. tampak bahwa

bagalamanapun bentuknya polakarier cenderung  disusun  untuk

kepentingan pegawai. walaupun harus tetap diarahkanagar pola karier

tersebut dititik beratkan pada optimalisasi kontribusi pegawai kepada

organisasi.Pola karier pada umumnya mempunya: satu atau lebih dari

beberapa tujuan di bawah ini :

e

. Membina kema

Untuk lebih mendayagunake raprem srofesional yang
disesuaikandengan ke isetiap unit
organisasi;
. Pemanfaatan seoptimal 3 pada setiap
satuan organisasises da misi
organisasi;

hak dan wewenang yang telah terdistribusikan secara seimbang dari
seluruh jenjang organisasi, diharapkan setiap pemangku jabatan dapat
mencapai tingkat hasil yang maksimal:

Dengan tersusunnya Pola Karier Pegawair dan telah teraturnya
pengembangan karier, maka setiap pegawal akan mendapatkan
gambaran mengenai jabatan-jabatan, kedudukandan jalur yang

mungkin dapat dilalui dan dicapai. serta persyaratan-persyaratan yang




harusdipenuhi guna mencapai jabatan dimarsud. Dengan tersusunnya
pola Kkarier pegawal setiap pegawa akan dapat diperhatikan
perkembangannya demikian pula baag: mereka dimungkinkan
peningkatan jabatan mulai dar jabatan yang paling rendah sampai
ketingkat yang lebih tinggi secara obyektif dan adil:

6. Pola karier pegawai merupakan dasar bagi setiap pimpinan organisasi

dalam rangka pengamt defigan system

manajemen kepegawaiz

yang serasi antara | kemampuan,

7. Bila terdapat

jabatan yang tersedi \ ; n gﬁ Wl
yang optimal. -‘T B: Peqawa Nege A
|

satuan organisasi : Kap jg., *

mengantisipasi tantanga

Oleh karena itu 2D 3 ~lkanéer .sesuai makna

tentang Ketentuan Pelaksaann PF nomor 100 Tahun 2000 jo PP nomor
13 Tahun 2002 adalah sebagai berikut = (a) Perpindahan dari jabatan
struktural ke fungsional maupun dari jabatan fungsional kestruktural baik
secara horisontal. vertikal maupun diagonal serta perpindahan
wilayahkerja; (b). Perpindahan |abatan secara horisontal adalah
perpindahan jabatan pada tingkat eselondan pangkat jabatan yang sama,

(c). Perpindahan jabatan secara vertikal adalah perpindahan yang bersifat



kenaikan jabatan(promosi): (d) Perpindahan jabatan secara diagonal

adalah perpindahan jabatan dari jabatan struktural ke fungsional.
Pemantapan Sistern Pendidikan dan Latihan, meliputi (1).

Pengembangan standar pendidikan dan pelatihan sesuai dengan

persyaratan jabatan meliputi (a). DIKLAT Manajemen Berjenjang

terutama untuk Jabatan Struktural, (b). DIKLAT Teknis dan Fungsional

pelaksanaantugas. : ] ar >iSite Manajemen

3.3. Faktor-faktor pendukung dan Pefighambat dalam Pelaksanaan
Fungsi BKD di Kab. Sidrap
Instrumen Penilaian Kinerja, kinerja instansi pemerintah adalah
gambaran mengenai tingkat capaian sasaran maupun tujuan instansi
pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi
pemerintah yang menaindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesual dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan. Penilaian kinerja instansi pemerintah antara lain dapat




dilakukan dengan meiihat ingkat capaian dari uraian tugas yang terdapat
dalam setiap jabatan padza insiansi iersebut untuk jangka waktu yang ieiah
ditentukan dan sumber daya pendukung pelaksanaan pekerjaan.
Berdasarkan wawancara penelti dengan kepala Bidang
Pengembangan dan Diklat Badan kepegawaian Daerah (Faizal sehuddin,

Wawancara, 25 april 2013) sehubungan pembinaan pegawai pada bidang

mutasi pegawai, yang mé

Pembinaa [ gan dan diklat
{ angan pegawai
erujuk  pada
ingga pegawai
atkan atau
dikan formal

(perlakuan) terhadap sumber daya™a g ada agar sesuai dan
diarahkan untuk pencapaian (ujuan organisasi. Tujuan adanya
manajemen sumber daya manusia ini adalah untuk meningkatkan kinerja
dari sumber daya manusia yang ada dalam organisasi.

Pendidikan dan pelatihan pegawai, vyaitu upaya untuk
menyelaraskan kinerja pegawai yang menduduki jabatan dengan standar

kompetensi yang ditetapkan. Upaya ini ditakuk1n melalui jalur pendidikan,

pelatihan prajabatan, dan atau pelatihan di dalam jabatan dilakukan




melalui diklat penjenjangan dalam jabatan struktural dan diklat teknis dan
fungsional untuk jabatan fungsional. Selanjutnya diatur melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Negeri Sipil

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomo dtakan bahwa

kelancaran penyelengg pelakasanaan

pembanggunan nasiofll sangat tergantung kemampuan

aparatur negara. khusus

Karena itu. dalg ah nasional,

Pancasila dan Undang-unaang Dasar 1945.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala bidang Mutasi
pegawai badan kepegawaian daerah (Nasruddin waris. Wawancara. 26
april 2013) tentang pelaksanaan mutasi pejabat sebagai suatu instrumen
dalam menciptakan klim kerja yang kondusif dan perluasan wawasan
kerja bagi pegawai negeri sipil. dengan mengatakan bahwa.

Salah satu fungsi dari Badan kepegawaian daerah adalah
melakukan mutasi pegawai atau pejabat pada waktu tertentu




sebagal upaya untuk mencan format yang tepat atas
penempatan seorang pegawai negeri sipil atau pejabat pada
sualu tempat atau jabatan yang tepat. sehingga diharapkan
dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional
dan proporsional berdasarkan urain tugas vyang telah
ditetapkan sebelumnya.

Peta jabatan yang jelas, merupakan refleksi komposisi jabatan
menggambarkan secara jelas, secara vertikal menggambarkan struktur

kewenangan tugas dan tanggungjawab jabatan, secara horizontal

menggambarkan pengglol - 51 (tugas dalam

organisasi. Peta jabatan hg wuj i entukan struktur

sasaran organisag

teknik untuk

Analisis jabatan adala dan
mendapatkan data jabatan, mengolahnya™menjadi informasi jabatan, dan
memberikan  layanan pemanfaatannya bagi pihak-pihak  yang
menggunakannya. Atau, analisis jabatan terdiri atas tiga kegiatan pokok.
yaitu pengumpulan data jabatan, pengolahan data jabatan, dan penyajian
informasi jabatan untuk berbagai program kegiatan. Uraian tugas jabatan
adalah paparan atas semua tugas jabatan yang merupakan upava pokok
yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi

hasil kerja. Selanjutnya standar kompetensi jabatan telah diatur melalui



Kepuiusan Kepala BKN Nomor 43A Tahun 2004 teniang Pedoman

Stanaar Kompetensi Jabatan

Seorang pimpinan harus dapat membina kerjasama yang sebaik-
balknya menyelenggarakan hubungan yang bersifat tidak resmi di antara
para anggota dan pegawai, menyelenggarakan prosedur keija,

pembagian kerja dan pendelegasian wewenang dengan tanggung jawab

yang sebaik-baiknya.

Uraian situasi tefsebut, dapat 2 pimpinan atau

manajer sebagail atasa I tangg J ertentu terhadap

pembinaan pegawai yang ' gmikian untuk

melakukan pembinaan

Wewenang yang dipegang sendiri akan memacetkai pekerjaai
karena keterbatasan kemampuan manusia artinya pimpinan atau manajer
terlalu banyak beban tugas-tugas yang harus dipikuinya memungkinkan
adanya tugas lambat atau terbengkalai sehingga akan menimbulkan
adanya hambatan terhadap penyelenggaraan kerja vyang sedang
dilaksanakan. Oleh karena itu kewenangan tugas dan 1anggung jawab

pembinaan periu adanya pendelegasian sehingga organisasi mencapai

sasaran yang telah ditetapkan.




BAE 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan deskripasi atas hasil penelitian dan pembahasan

tentang penyenggaraan fungsi Badan Kepegawaian daerah Kabupaten

Sidenrang Rappang, kesimpulan
berdasarkan rumusan
2. "Badan Kepegawaia ppang dalam

menyelenggarakan | IDY# | Befidsakan pefan daerah yang

belum dapat menjelenggaraka rSecard efektif dan optimal.
3. Sejalan dengan kesimpulan pada point pertama, maka dapat
diungkapkan faktor pendukung yang dapat memberikan kontribusi
terhadap penyelenggaraan pembinaan pegawai. yaitu sarana dan
prasarana komputer yang cukup memadal dalam membantu
perecepatan proses penyelesaian pengurusan kepegawaian.
Sedangkan faktor penghambat dalam melakukan pembinaan pegawai,
yaitu: (a) keterbatasan kompetensi pegawail negeri sipil yang secara

signifikan belum sesuai dengan jabatan yang dipersiapkan, (b)
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Keterlambatan proses pembinaan pegawai dalam hai pengurusan izin
belajar disebabkan oieh pejabat yang berwenang: ¢an ic) persyaratan
yang diwajibkan untuk dipenuni cleh secrang pegawai negeri sipil
yang bermaksud untuk melanjutkan pendidikan formal ke tingkat yang

lebih tinggi belum dapat terpenuhi secara administratif

4.2.Saran

>

enulis  dapat

genyelenggaraan

ktif dan efisien,

supaya lebih mengefe

mutasi pegawai atau penempatan seofang pegawai atau pejabat sesuai
dengan pendidikan dan kompetensinya, (b) memberikan izin belajar
bagi pegawai negern sipil yang bermaksua untuk melanjutkan atau
mengembangkan  SDMnya. (c)  berupayah meningkagtkan
kesejahteraan pewgawai negeri sipil secara proposrional.

Memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan dan pengambil
kebijakan agar supaya dapat lebih mengefektifkan penyelenggaraan

pembinaan pegawai negeri sipil berdasarkan kebutuhan organisasi dan

kebutuhan pegawai negeri sipil itu sendiri.
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